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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Republik Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan dengan wilayah yang 

sangat luas dan terdiri dari gugusan pulau-pulau, perlu dibagi atas daerah-daerah 

besar dan kecil, baik yang bersifat otonom maupun administratif, agar 

pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar di seluruh pelosok tanah air. 

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang 

makmur dan sejahtera.  

Otonomi daerah adalah usaha memberikan kesempatan kepada daerah untuk 

memberdayakan potensi ekonomi, sosial budaya, dan politik di wilayahnya. 

Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan 

sejahtera, damai, nyaman, wajar karena memperoleh kemudahan dalam segala hal 

di bidang pelayanan masyarakat, yang hasil akhirnya dapat berguna untuk 

percepatan pembangunan yang ada didaerah dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakatnya (Muhammad, 2005:81)   

Dengan berlakunya otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) berarti 

semakin besar perannya bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan 

program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.  

Tentunya keadaan ini akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus 

meningkatkan kinerjanya mengingat terbatasnya dana yang diberikan oleh 

pemerintah pusat, maka dalam mengurus rumah tangganya sendiri daerah otonom 

harus mampu menggali dan memobilisasikan potensi kekayaan yang dimiliki oleh 
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daerah-daerah diseluruh provinsi, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapat 

asli daerah (PAD).   

Untuk dapat mewujudkan pembangunan tentunya harus memperhatikan 

pembiayaan pembanguan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerataan 

pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri salah satunya berupa pajak.  Sejalan dengan diberlakukannya UU nomor 22 

tahun 1999 yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan kebutuhan 

pembiayaan daerah, maka sumber pembiayaan daerah dari pendapatan asli daerah 

khususnya dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan. Semakin meningkat 

pendapatan asli daerah akan meningkatkan keuangan daerah. Artinya dengan 

meningkatnya kemampuan tersebut, maka turut meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam menjalankan program-program untuk mewujudkan 

daerah yang maju dalam segala bidang di era otonom ini.  Dalam Undang Undang 

No 9 Tahun 1994 telah diatur tentang ketentuan wajib pajak :  

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu. ( UU No 9 Tahun 1994 ) 

2.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
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perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 

lainnya. ( UU No 16 Tahun 2000 ) 

3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang 

dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 

memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, 

melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.  

( UU No 16 Tahun 2000 ) 

4. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada 

angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-

undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk 

Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan 

menjadi Pengusaha Kena Pajak. ( UU No 16 Tahun 2000) 

(http://www.pajakpribadi.com/peraturan/uu_kup.htm di akses pada 

tanggal 7 januari 2016)       

Menurut Rochmad Soemitro dalam Marsuni (2006:7), pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak 

daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

http://www.pajakpribadi.com/peraturan/uu_kup.htm
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1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

d. Pajak Air Permukaan; dan  

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan jalan 

f. Mineral Bukna Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo,2011:13) 

Salah satu fungsi pajak penerimaan negara ialah digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan fungsi pajak dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan dan 

membangun daerah memang dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendorong 
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dan membantu pemerintah untuk merealisasikan program-program terkait 

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial.  

Di tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri keuangan 

Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan 

surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. PMK 

91 tahun 2015 ini bertujuan mendorong wajib pajak agar bersedia melaporkan 

SPT, membayar dan menyetor pajak sesuai dengan yang seharusnya, dan 

melakukan pembetulan SPT, dalam rangka tahun pembinaan pajak. Kemudian 

Untuk mengajak masyarakat agar turut berpastisipasi dalam melakukan 

kewajibannya yaitu membayar pajak, kemudian memang sangat dibutuhkan 

pendekatan-pendekatan yang lebih baik agar masyarakat bisa menerima ajakan 

untuk membayar kewajiban mereka. Dengan adanya pembayaran pajak tentunya 

dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pembangunan tersebut 

diantaranya : membangun sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, keamanan, 

hukum dan kegiatan lainnya. 

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai 

upaya untuk memudahkan masyarakat agar lebih banyak mendapatkan informasi 

dan mengakses berbagai hal yang berkaitan dengan pajak seperti kring pajak dan 

situs pajak demi meningkatkan kesadaran taat bagi wajib pajak. Upaya ini 

bertujuan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan 

kewajiban yang telah diatur oleh Negara. 
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Gambar 1.1 Model kampanye Dirjen Pajak 

Terbukti dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh direktorat jenderal 

pajak DIY meraih prestasi yang luar biasa dengan menduduki peringkat keempat 

nasional mengingat di tahun 2014 DIY hanya menduduki peringkat 22. Kepala 

Kanwil DJP DIY Rudi Gunawan Bastari, menyebutkan dari target sebesar 

Rp4,514 triliun, realisasi penerimaan hingga akhir Desember mencapai Rp3,937 

triliun dengan persentase 87,21 persen. Meski meleset, penerimaan tahun 2015 

tumbuh 27,62 persen dibanding tahun 2014, peningkatan yang luar biasa jika di 

tahun 2015 bisa naik ke peringkat empat. Harapan 2016 ini tentu lebih baik lagi. 

(http://gunungsitoli.rri.co.id/post/berita/234676/nasional/diy_rangking_empat_pen

erimaan_pajak_nasional.html di akses pada tanggal 1 agustus 2016 pukul 19.00 

WIB). 

Realisasi penerimaan hingga desember tahun 2015 tingkat penerimaan 

pajak DIY 87,21% atau sekitar Rp3,937 triliun dari yang ditargetkan sebesar 

Rp.4,51 triliun yang ditargetkan. Penerimaan tersebut didapatkan dari berbagai 

kabupaten/kota.  

 

 

http://gunungsitoli.rri.co.id/post/berita/234676/nasional/diy_rangking_empat_penerimaan_pajak_nasional.html
http://gunungsitoli.rri.co.id/post/berita/234676/nasional/diy_rangking_empat_penerimaan_pajak_nasional.html
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Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta 

No  KPP Pratama 

kabupaten/kota 

Target Nilai 

realisasi 

Persentase Pertumbuhan 

1. KPP Pratama kota 

Yogyakarta  

Rp.1,826 

triliun 

Rp.1,595 

triliun 

87,39% 27,88 % 

 

2. KPP pratama 

Sleman 

Rp.1,588 

triliun 

Rp.1,405  

triliuan 

88,46% 29,31% 

3. KPP Pratama 

Bantul 

Rp.742,276 

miliar 

Rp.633,955 

miliar 

85,41% 25,26% 

4. KPP Pratama 

Wates 

Rp.175,993 

miliar 

Rp.148,094 

miliar 

84,15% 23,16% 

5. KPP Pratama 

Wonosari 

Rp.181,732 

miliar 

Rp.154,175 

miliar 

84,84% 24,09% 

Sumber:http: http://suarapemudajogja.com/2016/01/08/kanwil-djp-diy-

laporkan-kinerja-penerimaan-pajak-tahun-2015/di akses pada tanggal 1 agustus 

2016 pukul 19:00 WIB)  

Data diatas menunjukkan bahwa posisi pencapaian penerimaan pajak 

tertinggi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di tingkat kabupaten/kota 

ditempati oleh KPP Pratama Sleman sebesar 88,46% dengan nilai realisasi 

Rp1,405 triliun dari target Rp1,588 triliun. Posisi selanjutnya ditempati KPP 

Pratama Kota Yogyakarta dengan pencapaian 87,39% sebesar Rp1,595 triliun 

(target Rp1,826 triliun), KPP Pratama Bantul 85,41%, senilai Rp742,276 miliar 

(target Rp742,276 miliar), KPP Pratama Wates 84,15% senilai Rp148,094 miliar 

(target Rp175,993 miliar), dan KPP Pratama Wonosari 84,84% senilai Rp154,175 

miliar (target Rp181,732 miliar).  

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak di daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup drastis 

walaupun masih belum sesuai target yang dicanankan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak DIY. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti merasa tertarik dan menilai 

http://suarapemudajogja.com/2016/01/08/kanwil-djp-diy-laporkan-kinerja-penerimaan-pajak-tahun-2015/
http://suarapemudajogja.com/2016/01/08/kanwil-djp-diy-laporkan-kinerja-penerimaan-pajak-tahun-2015/
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perlu diadakan penelitian di Direktorat Jendral Pajak mengenai strategi kampanye 

“Tahun Pembinaan Pajak” dalam mendorong wajib pajak agar bersedia 

melaporkan SPT, membayar  dan menyetor pajak.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Bagaimana strategi kampanye “Tahun pembinanaan wajib pajak”  

dalam mendorong wajib pajak agar bersedia melaporkan SPT, dan taat membayar 

pajak di DIY tahun 2015?  

C. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar 

penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan 

tujuannya sebagai berikut :  

1. Mendeskripsikan secara lengkap pelaksanaan kampanye yang dilakukan 

Direktorat jenderal pajak DIY 

2. Untuk memahami dan mengetahui hambatan strategi kampanye Direktorat 

Jenderal Pajak DIY dalam mendorong wajib pajak agar taat membayar 

pajak di daerah istimewa yogyakarta tahun 2015 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang komunikasi, khususnya strategi kampanye 

sosial. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan pada 

kajian strategi kampanye untuk mengimplementasikan pengetahuan 

teoritis yang telah diperoleh peneliti khususnya dalam bidang 

komunikasi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Direktorat jenderal pajak DIY, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan rujukan untuk provinsi-provinsi diindonesia 

b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan yang 

telah diterapkan serta memberi masukan, saran dan kritik. 

c. Bagi peneliti, dapat secara langsung mengetahui hambatan dan 

mendeskripsikan kegiatan kampanye yang dilakukan Direktorat Jenderal 

Pajak. 

E. Kajian Pustaka 

1. Strategi kampanye 

Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya peneliti menjelaskan makna 

kata dari strategi. Strategi adalah rencana cermat mengenai kegiataan untuk 

mencapai sasaran khusus (kamus besar bahasa Indonesia, 2008:37). Strategi 

berasal dari bahasa yunani klasik yaitu “stratos” yang artinya tentara dan kata 

“agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan 

adalah memipin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya memimpin 

tentara kelas atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan 

sebagai seni perang para jenderal (The Art Of General) atau suatu rancangan 

yang terbaik untuk memenangkan peperangan.   
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Pemilihan strategi merupakan langkah-langkah krusial yang memerlukan 

penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika 

pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperolah bisa fatal, 

terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga (Cangara, 2014 : 65). 

 strategi merupakan langkah awal yang menjadi dasar atau acuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk menjalankan aktivitas-aktivitas 

organisasi dalam rangka memberikan informasi maka dilakukan kegiatan-

kegiatan yang lebih praktis kepada masyarakat salah satunya dengan 

kampanye.    

Kampanye merupakan suatu kegiatan promosi, komunikasi atau rangkaian 

pesan terencana  untuk memecahkan masalah kritis, bisa masalah komersil, 

bisa juga masalah non komersil seperti masalah sosial, budaya, politik, 

lingkungan hidup/ekologi. Rangkaian kegiatan ini direncanakan dan dilakukan 

berkesinambungan dalam waktu tertentu dan singkat, tidak lebih dari satu 

tahun melalui tema sentral dalam suatu program media yang terkoordinir dan 

konvergen. Pesan disampaikan secara individual dan kumulatif dengan 

maksud utama menyokong obyek kampanye seperti brand, masalah sosial, 

politik dan lain sebagainya.  (Safanayong, 2006:71). 

kampanye menurut Teori Pfau dan Parrot ( 2009: 8 ) yaitu : 

‘A campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be 

implemented over a spesicified periode of time for the purpose of influencing a 

spesicified audience’. (Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara 
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sadar, bertahap berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu 

dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah di tetapkan).  

Menurut Rogers dan storey dalam Venus (2009:7) mendefenisikan 

kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan 

tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khlayak yang dilakukan 

secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Merujuk pada definisi ini 

maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung 

empat hal yakni : (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan 

efek atau dampak tertentu (2) jumlah khlayak yang besar (3) biasanya 

dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan (4) melalui serangkaian tindakan 

komunikasi yang terorganisasi. 

Leslie B.Snyder dalam Rosandy (2005 : 23) a communication campaign is 

an organized communication activity, directed at a particular audience, for a 

particular periode of time to achieve a particular goal. Secara garis besar 

bahwa kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang 

terorganisasi, secara langsung ditujukan khlayak tertentu, pada peiode waktu 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. 

Penyelenggaraan kampanye umumnya bukanlah individu melainkan lembaga 

atau organisasi. Lembaga tersebut dapat berasal dari lingkungan pemerintah, 

kalangan swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Terlepas dari 

siapapun penyelenggaranya, kampanye selalu memiliki tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut sangat beragam dan berbeda antara 
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satu dengan organisasi lainnya. Apapun ragam dan tujuannya, upaya 

perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan, 

( knowledge ), sikap ( attitude ) dan perilaku ( behavioral ). (Pfau dan Parrot 

dalam Venus, 2009:10).  

Strategi kampanye adalah sebuah penyusunan suatu rencana jangka 

panjang yang dilakukan oleh sekelompok organisasi swasta maupun 

pemerintah agar pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai dan diterima 

dengan baik oleh masyarakat (Septiawan, 2015:8). 

2. Perencanaan kampanye  

Menurut Sweeney “A campaign without a plan is a like a journey 

without a map”. kampanye seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari 

satu titik dan berakhir pada titik yang lain. Untuk sampai pada tujuan 

maka orang harus bergerak ke arah yang tepat. Disini orang memerlukan 

peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh 

agar sampai ke tujuan (Venus:2009: 134) 

Keufman dalam Cangara (2014:24) mengatakan bahwa 

perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan ke mana kita harus 

pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk 

sampai ke tempat tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif, 

dengan kata lain perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang 

ingin dicapai termasuk cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan tersebut.  
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Walaupun pengertian yang dikemukakan para ahli berbeda-beda, 

namun pada dasarnya perencanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan 

secara sistematis untuk sampai pada tujuan atau goal oriented. 

Perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan agar kampanye dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah 

perencanaan harus dilakukan dalam sebuah kampanye (Gregory, Simmons 

dalam Venus, 2009:144) yaitu 

a. Memfokuskan usaha  

Perencanaan membuat tim kampanye dapat mengidentifikasi 

dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan benar hingga 

akhirnya pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, 

karena berkonsentrasi pada prioritas dan alur kerja yang jelas.  

b. Mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang. 

Perencanaan membuat tim kampanye melihat semua komponen 

secara menyeluruh. Ini akan membuat tim kampanye tidak 

berfikir mengenai efek kampanye dalam jangka waktu yang 

pendek tapi juga ke masa depan, hingga mendorong 

dihasilkannya program yang terstruktur dalam menghadapi 

kebutuhan masa depan. 

c. Meminimalisasi kegagalan. 

Perencanaan yang cermat dan teliti akan menghasilkan alur 

serta tahapan kerja yang jelas, terukur dan spesifik serta 
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lengkap dengan langkah-langkah alternatif, sehingga bila ada 

kegagalan bisa langsung diambil alternatif penyelesaian. 

d. Mengurangi konflik 

Konflik kepentingan dan prioritas merupakan hal yang sering 

terjadi dalam sebuah kerja tim. Perencanaan yang matang akan 

mengurangi potensi munculnya konflik, karena sudah ada 

bentuk tertulis mengenai alur serta prioritas pekerjaan untuk 

tiap-tiap anggota tim 

e. Memperlancar pekerjaan dengan pihak lain. 

Sebuah rencana yang matang akan memunculkan rasa percaya 

para pendukung potensial serta media yang akan digunakan 

sebagai saluran kampanye, hingga pada akhirnya akan terjadi 

kerjasama yang baik dan lancar. 

Semua keuntungan tersebut tidak akan didapatkan jika perencanaan 

kampanye dilakukan sebatas angan-angan atau hanya ada dalam benak tim 

kampanye. karenanya, perencanaan harus dibuat dengan matang dan 

dituangkan secara tertulis atau terdokumentasikan dengan jelas.  

Tim perencana kampanye dapat merumuskan perencanaan 

berdasarkan lima pertanyaan sederhana yaitu; apa yang ingin dicapai? 

siapa yang akan menjadi sasaran? pesan apa yang akan disampaikan? 

bagaimana menyampaikannya? bagaimana mengevaluasinya? kelima 

pertanyaan tersebut dapat dituangkan kedalam tahap-tahap perencanaan 

seperti yang digambarkan pada bagan berikut:  
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Gambar 1.2 Tahap-tahap proses perencanaan kampanye (Gregory, 2005:53) 

1. Analisis  

Analisis SWOT meliputi empat elemen yaitu Strength (kekuatan), 

Weaknesess (kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Threats 

(tantangan). Strength dan oppotunitis dapat di kelompokkan sebagai 

pertimbangan-pertimbangan positif yang mendukung terlaksanannya 

kampanye, sedangkan weaknesess dan Threats dikelompokkan pada 

kondisi-kondisi negatif yang harus dihadapi kampanye. analisis ini juga 

dapat membantu melihat kondisi eksternal dan internal organisasi. 

    Analisis      Tujuan 

          Analisis  

     Pesan  

    Startegi  

    Taktik 

 

    Waktu 

 

Sumber daya 

    Evaluasi 

 
 Evaluasi  

   Tinjaaun 

 
 Evaluasi  
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Dalam menganalisis lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis mendasar 

yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi 

yang berbeda. Elemen analisis SWOT terdiri dari empat elemen yaitu 

Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities 

(kesempatan), dan Threats (tantangan). (Greogory, 2003:63). 

2. Penyusunan Tujuan 

Penyusunan tujuan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam sebuah 

proses kampanye agar kampanye yang akan dilaksanakan mempunyai arah 

yang berfokus pada pencapaian tujuan. Ada beragam tujuan yang bisa 

dicapai dalam kampanye seperti: menyampaikan sebuah pemahaman baru, 

memperbaiki kesalahpahaman, menciptakan kesadaran, mengembangkan 

pengetahuan tertentu, menghilangkan prasangka, menganjurkan sebuah 

kepercayaan, serta mengajak khalayak untuk melakukan tindakan tertentu.  

Menurut Gregory dalam Venus (2009) untuk mempermudah 

penyusunan sebuah tujuan, harus memperhatikan beberapa aturan; 

a. Susunlah tujuan kampanye. Tujuan yang dibuat adalah tujuan 

kampanye yang akan dilakukan, bukan tujuan organisasi secara 

keseluruhan, atau dampak lanjutan dari kampanye tersebut. 

b. Susun tujuan secara seksama dan spesifik.  Tujuan jangan 

dibuat menggantung dan sangat terbuka, tetapi didalamnya 

harus terjawab secara jelas dan spesifik tentang apa yang 

dikehendaki, kepada siapa, kapan dan bagaimana. 
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c. Susun tujuan yang memungkinkan untuk dicapai. Bahwa tujuan 

yang disusun memungkinkan untuk dievaluasi tingkat 

pencapaiannya. 

d. Kuantifikasi semaksimal mungkin. Semakin dapat 

dikuantifikasi sebuah tujuan, maka semakin mudah dievaluasi 

tingkat pencapaiannya. 

e. Pertimbangkan anggaran 

f. Susun tujuan secara skala prioritas. Hal ini bertujuan untuk 

memfokuskan pekerjaan kepada satu tujuan yang terarah. 

3. Identifikasi dan Segmentasi sasaran 

Identifikasi dan segmentasi sasaran dilakukan dengan melihat 

karakteristik publik secara keseluruhan, kemudian dipilih yang mana 

yang akan menjadi sasaran program kampanye. Menurut Grunig dalam 

Venus (2009: 150) membagi publik kedalam tiga jenis: 

a. Latent publik, yaitu kelompok yang menghadapi permasalahan 

yang berkaitan dengan isu kampanye, namun tidak 

menyadarinya. 

b. Aware public, yaitu kelompok yang menyadarinya 

permasalahan tersebut. 

c. Active public, yaitu kelompok yang mau bertindak sehubungan 

dengan permasalahan tersebut. 

Arens dalam Venus (2009: 150) mengatakan bahwa identifikasi 

dan segmentasi sasaran kampanye dilaksanakan dengan melakukan 
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pemilahan atau terhadap kondisi geografis (geographic segmentation), 

kondisi demografis (demographic segmentation), kondisi perilaku 

(behaviouristic segmentation), dan kondisi psikografis (psycographic 

segmentation). Geographic segmentation berkaitan dengan ukuran atau 

luas daerah, lokasi spesifik, jenis media serta budaya komunikasi di 

daerah tempat tinggal sasaran. Demographic segmentation dilakukan 

dengan melihat karakteristik jenis kelamin, usia, suku, pendidikan, 

pekerjaan dan pendapatan sasaran. Behaviouristic segmentation 

dilakukan dengan melihat status gaya hidup, dan jenis perilaku lainnya. 

Psycographic segmentation dilakukan dengan melihat emosi serta nilai 

budaya yang dianut oleh publik.  

4. Menentukan pesan  

Pesan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam perencanaan 

kampanye. pesan kampanye merupakan sarana yang akan membawa 

sasaran mengikuti apa yang diinginkan dari program kampanye, yang 

pada akhirnya akan sampai pada pencapain tujuan kampanye. pada 

tahap perencanaan pesan, yang pertama dilakukan adalah pembuatan 

tema kampanye. Tema merupakan ide utama yang bersifat umum, 

sebagai induk berbagai pesan yang akan disampaikan kepada sasaran. 

Kedua, ialah pengelolaan pesan yang akan disampaikan kepada 

masyarakat. Pesan merupakan pernyataan spesifik dengan ruang 

lingkup tertentu, dan didalamnya terkandung tema atau ide utama. 
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Menurut Venus (2009) ada empat tahap yang perlu dilakukan dalam 

merencanakan pesan dan menurunkannya dari tema kampanye, yaitu: 

1. Mengambil persepsi yang berkembang di masyarakat 

berkenaan dengan isu atau produk yang akan dikampanyekan. 

2.  Mencari celah dimana kita bisa masuk dan mengubah persepsi. 

3. Melakukan identifikasi elemen-elemen persusasi. 

4. Meyakinkan bahwa pesan sudah layak untuk disampaikan 

dalam program kampanye. 

5. Strategi dan Taktik 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kampanye dalam kurun waktu tertentu, atau 

disebut guiding principle or the big idea. Strategi akan dituangkan 

secara konkret dalam bentuk taktik. Taktik sangat bergantung pada 

tujuan dan sasaran yang akan dibidik program kampanye. Semakin 

kompleks tujuan dan sasaran maka taktik yang digunakan harus 

semakin kreatif dan variatif. Pemilihan taktik didasarkan pada dua 

fungsi, yaitu fungsi menghubungkan adalah taktik mengidentifikasi 

dan menghubungkan program kampanye dengan sasaran melalui 

melalui media komunikasi tertentu dan fungsi meyakinkan adalah 

taktik meyakinkan sasaran melalui kekuatan pesan komunikasi 

sehingga membuat sasaran berfikir, percaya dan bertindak sesuai 

dengan tujuan program kampanye.  
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan strategi dan 

taktik agar kampanye dapat berjalan efektif : 

a. Gunakan strategi sebagai pembimbing lahirnya ide-ide 

cerdas untuk taktik. Taktik yang di tuntun oleh strategi akan 

membuat kegiatan menjadi lebih sistematis dan ringan, 

serta tidak melenceng dari tujuan kampanye. Strategi dibuat 

berdasarkan tujuan kampanye. 

b. Jauhi semua taktik yang ber sifat non strategis. Taktik yang 

banyak namun tidak berfokus kepada strategi akan 

memecahkan konsentrasi tim kampanye. Karenanya 

usahakan untuk berfokus secara maksimal pada taktik yang 

sejalan dengan strategi. 

c. Selalu hubungkan taktik pada strategi, dan strategi pada 

tujuan. Ketiga hal ini merupakan rangkaian yang harus 

dijalin dengan erat. Tujuan memberikan arah secara 

keseluruhan tentang hasil akhir yang ingin dicapai melalui 

kampanye. Strategi merupakan kekuatan yang mendorong 

bagaimana menuju hasil akhir tersebut, sementara itu taktik 

memetakan kegiatan dengan langkah-langkah tertentu 

dalam rentang waktu yang tersedia. 

d. Ujilah taktik bila memungkinkan. Pengujian taktik ini 

merupakan hal yang sangat disarankan untuk mengetahui 

kemungkinan tingkat keberhasilannya. Jika hasil pengujian 
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menunjukkan bahwa taktik yang digunakan ternyata kurang 

efektif maka tidak ada salahnya mengubah taktik tersebut 

dengan taktik yang lebih  efektif. 

6. Alokasi waktu dan sumber daya  

Kampanye selalu dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. 

Rentang waktu dapat berasal dari pihak luar maupun rentang waktu 

yang ditetapkan sendiri. Berkaitan dengan perencanaan waktu tim 

kampanye harus juga mengidentifikasi hal yang mampu menyokong 

agar kampanye dapat terlaksana dan sesuai dengan target yang 

ditentukan yaitu sumber daya. Sumber daya pendukung terbagi 

menjadi tiga, yaitu sumber daya manusia, dana operasional, dan 

peralatan. Besarnya kemampuan dan usaha yang dikeluarkan SDM 

akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kampanye. Pengalokasian 

dana operasional hendaknya didasarkan pada efektivitas dan efisiensi. 

7. Evaluasi dan Tinjauan 

Evaluasi dan tinjauan yang akan dilakukan terhadap program 

kampanye merupakan salah satu bagian dari perencanaan kampanye 

yang tidak boleh terlupakan. Evaluasi berperan penting untuk 

mengetahui sejauhmana pencapaian yang dihasilkan kampenye. Untuk 

kampanye yang berkelanjutan, evaluasi merupakan bagian yang terus 

berjalan seiring dengan kegiatan kampanye, karena hasil evaluasi 

terhadap program kampanye yang akan dilaksanakan selanjutnya, 
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maka evaluasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 

terstruktur. 

3. Elemen-Elemen Kampanye  

Untuk membuat sebuah kegiatan kampanye jadi berhasil 

dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan kampanye tersebut, agar 

kampanye tersebut berjalan dengan baik maka, dapat diperhatikan elemen-

elemen kampanye sosial dalam pelaksanaan kampanye. Adapun elemen-

elemen kampanye model Nowak dan Warneyd (dalam Syarifah, 2016:19). 

a. Komunikator/Pengirim Pesan 

Komunikator merupakan individu atau sekelompok orang/ organisasi 

kelembagaan sebagai pelaku pemasaran sosial yang mempunyai ide 

gagasan berinisiatif atau berkebutuhan untuk berkomunikasi. 

(mulyana,2000:63) Dalam kampanye ini terjadi pentransferan pesan dari 

pengirim pesan yaitu pihak Direktorat Jenderal Pajak DIY yang berupa 

informasi tentang Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Sebagai komunikator, 

public relations officer harus mampu menjelaskan atau menyampaikan 

sesuatu kegiatan atau aktivitas dan program kerja kepada publiknya, ia 

juga sekaligus bertindak sebagai mediator untuk mewakili lembaga atau 

organisasi terhadap publik dan sebaliknya (Ruslan, 2013:28). Untuk 

mencapai komunikasi yang mengena, maka seorang komunikator selain 

mengenal dirnya, ia juga harus memiliki kepercayaan (credibility), daya 

tarik (attractive), dan kekuatan (power). (syarifah, 2016:20) yaitu: 

1) Kepercayaan (credibility) 
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Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-

kelebihan yang dimiliki sumber, sehingga diterima dan diikuti 

khalayak sasaran. 

2) Daya Tarik (attractive) 

Daya tarik merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh 

seorang komunikator selain kredibilitas. Pendengar atau khalayak 

sasaran bisa mengikuti seorang komunikator menurut dengan 

pandangannya karena komunikator tersebut memiliki daya tarik dalam 

hal kesamaan, hal yang disuka serta fisik. 

3) Kekuatan (Power) 

Kekuatan adalah kepercayaan diri yang dimiliki seseorang 

komunikator jika ia ingin mempengaruhi orang lain. 

b. Saluran 

Klingemann dan Rommele dalam bukunya Venus (2009:84) 

menyebutkan bahwa saluran kampanye sebagai segala bentuk media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Bentuknya dapat 

berupa kertas yang digunakan untuk menulis pesan, telephone, internet, 

radio atau bahkan televisi. Saluran atau wahana dapat merujuk kepada cara 

penyampaian pesan, hal ini dapat dilihat penting karena berkaitan dengan 

pemilihan media. Beberapa ahli menerangkan istilah channel untuk 

menyebutkan media, banyak ragam media penggunaannya 

menggantungkan pada kebutuhan, situasi, dan kondisinya. (Efendy dalam 

Syarifah, 2016:21) menjelaskan Pemilihan media dipengaruhi oleh: 
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1) sasaran yang dituju 

2) efek yang diharapkan 

3) isi yang dikomunikasikan. 

Peran media massa sangat penting dalam sebuah kampanye karena 

melalui media massa pesan kampanye itu akan ditujukan langsung kepada 

masyarakat atau publik guna tercapainya penerimaan pesan tersebut. 

1) Media Umum 

Media umum seperti surat-menyurat, telepon, facsimile, dan 

telegraf. 

2) Media Massa 

Media massa seperti media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, 

bulletin dan media elektronik yaitu televisi, radio dan film. Sifat media 

massa ini mempunyai efek serempak dan cepat (simultaneity effect) dan 

mampu mencapai pembaca dalam jumlah besar dan tersebar luas 

diberbagai tempat secara bersamaan. 

3) Media Khusus 

Media khusus seperti iklan (advertising), logo dan nama 

perusahaan, atau produk yang merupakan sarana atau media untuk tujuan 

promosi dan komersial yang efektif 

4) Media internal  

Media internal yaitu media yang dipergunakan untuk kepentingan 

kalangan terbatas dan nonkomersial serta lazim digunakan dalam aktivitas 

public relations. Ada beberapa jenis media internal yaitu, House Journal, 
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printed materials, spoken and visual, dan media pertemuan (Ruslan, 2013:29-

31). 

c. Efek yang Dicapai 

Efek merupakan unsur penting dalam keseluruhan proses 

kampanye sosial. Bentuk konkrit efek dalam kampanye sosial adalah 

terjadinya perubahan perilaku kepada khalayak sasaran. Terdapat tiga efek 

kampanye pemasaran sosial yaitu efek kognitif, afektif dan Konatif. 

1) Efek Kognitif 

Efek Kognitif lebih kepada pengetahuan sasaran mengenai suatu 

objek, pengalam tentang objek, bagaimana pendapat dan melihat 

atau pandangan tentang objek tersebut. 

2) Afektif 

Suatu pesaraan yang kita rasakan terhadap objek, respek atau 

perhatian kita terhadap objek terntentu, seperti ketakutan, 

kesukaan, atau kesamaan 

3) Konatif 

Berisi kecendrungan untuk bertindak (memutuskan) atau bertindak 

terhadap objek atau mengimplementasikan prilaku sebagai tujuan 

terhadap objek. (Syarifah, 2016:23). 

4. Faktor-Faktor penghambat dan penunjang keberhasilan kampanye 

a. Faktor Penghambat     

Dari analisis yang dilakukan Hyman dan Sheatsley dalam Venus 

(2009:130) terhadap kegagalan kampanye tersebut disimpulkan bahwa:  
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1) Pada kenyataanya memang selalu ada kelompok khalayak yang „tidak 

akan tahu‟ tentang pesan-pesan kampanye yang ditujukan pada mereka. 

Ketidaktahuan tersebut bisa disebabkan berbagai faktor, mulai dari 

ketidakseriusan memperhatikan pesan hingga ketidakmampuan memahami 

isi pesan. 

2) Kemungkinan individu memberikan tanggapan pada pesan-pesan 

kampanye akan meningkat bila ketertarikan dan keterlibatan mereka 

terhadap isu yang diangkat juga meningkat. Ini artinya jika sedikit orang 

yang tertarik maka akan sedikit pula yang memberikan respons. 

Implikasinya, bila kontruksi pesan kampanye yang dibuat tidak cukup 

mampu menarik perhatian maka dapat diramalkan program tersebut akan 

gagal dalam mencapai tujuan pertama setiap kampanye yakni “mencuri” 

perhatian khlayak. 

3) Orang akan membaca dan mempersepsi informasi yang mereka terima 

berdasarkan nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki. Ini artinya orang akan 

memberikan respons yang berbeda terhadap pesan-pesan yang sama. 

Bahkan orang-orang akan membaca dan memberikan tekanan yang 

berbeda pada pesan-pesan yang disampaikan pada mereka. Implikasinya, 

agar program kampanye terhindar dari kegagalan maka karakteristik 

khalayak harus diperhatikan sehingga pesan-pesan kampanye dapat 

dirancang sesuai dengan segmen khalayak sasaran yang dituju. 

4) Kemungkinan individu untuk menerima informasi atau gagasan baru akan 

meningkat bila informasi tersebut sejalan dengan sikap yang telah ada. 
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Dengan kata lain orang akan cendrung menghindari informasi yang tidak 

sesuai dengan apa yang telah diyakini. 

Disamping kedua tokoh diatas, Kotler dan Roberto dalam Venus 

(2009:131) juga memberikan pendapat mereka tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan sebuah program kampanye mengalami kegagalan. Menurut 

mereka, ketidakberhasilan pada sebagian besar kampanye umumnya 

dikarenakan:  

1) Program-program kampanye tersebut tidak menetapkan khlayak 

sasarannya secara tepat.  

2) Pesan-pesan pada kampanye yang gagal umumnya juga tidak cukup 

mampu memotivasi khalayak untuk menerima dan menerapkan gagasan 

yang diterima. 

3) Lebih dari itu pesan-pesan tersebut juga tidak memberikan semacam 

„petunjuk‟ bagaimana khalayak harus mengambil tindakan yang 

diperlukan. 

4) Kegagalan pada sebuah kampanye yang berorientasi perubahan sosial 

juga dapat terjadi karena pelaku kampanye terlalu mengandalkan media 

massa tanpa menindaklanjutinya dengan komunikasi antar pribadi. 

5) Akhirnya dengan ringan Kotler  dan Roberto menyatakan bahwa sebuah 

kampanye dapat gagal mungkin hanya karena anggaran untuk membiayai 

program tersebut tidak memadai sehingga pelaku kampanye tak bisa 

berbuat secara total.  
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b. Faktor Penunjang  

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang penunjang 

keberhasilan kampanye. seperti yang dikemukakan oleh Rogers dan Storey 

setelah melakukan analis terhadap lebih dari dua puluh kampanye yang 

dilakukan di AS, Rogers dan Storey Dalam Venus (2009:135) 

menyimpulkan bahwa untuk suksesnya sebuah kampanye biasanya di 

tandai oleh empat hal : 

1) Penerapan pendekatan yang bersifat strategis dalam menganalisa 

khalayak sasaran kampanye, dalam hal ini termasuk analisis 

sejauhmana pengetahuan khalayak tentang topik, dan bagaimana 

persepsi mereka terhadapnya. 

2)  Pesan-pesan kampanye dirancang secara segmentatif sesuai dengan 

jenis-jenis khalayak yang dihadapi. Segmentatif tersebut dapat 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, manfaat produk, 

dan gagasan 

3) Penetapan tujuan yang  realistis 

4) Akhirnya kampanye lewat media akan lebih mudah meraih 

keberhasilan bila disertai dengan penyebaran personel kampanye 

untuk menindaklanjuti secara interpersonal. 

Kemudian pendapat Mandelshon tentang kampanye yang sukses pada 

mulanya dimaksudkan sebagai reaksi terhadap pendapat Hyman dan 

Sheatsley, yang menyatakan bahwa kegagalan kampanye umumnya terjadi 

karena adanya sejumlah besar khalayak yang tidak peduli pada pesan-
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pesan yang ditujukan pada mereka. Kampanye komunikasi dapat sukses, 

ujar Mandelshon, jika pelaku kampanye juga memperhitungkan tiga hal 

berikut: 

1) Kampanye seharusnya menetapkan tujuan yang realistis sesuai situasi 

masalah dan sumber daya yang tersedia. Suksesnya, sebagian besar 

kampanye periklanan, lanjut Mandelshon, umumnya dikarenakan 

tujuan-tujuan yang realistis. 

2) Semata-mata menyampaikan pesan kampanye melalu media massa 

tidaklah cukup. Karena itu pemanfaatan berbagai saluran komunikasi 

secara terpadu perlu dilakukan terutama saluran komunikasi 

antarpribadi. 

3) Perencana kampanye harus mengetahui publik mereka secara 

memadai. Dalam hal ini khalayak sasaran tidak boleh diperlakukan 

sebagai monolithic mass (massa yang seragam) melainkan sebagai 

sasaran yang beragam, baik dalam hal kebiasaan media, gaya hidup, 

nilai, aspek demografis dan ciri-ciri psikologis lainnya (Venus,2009: 

hal 139) 

5. Model – Model kampanye  

Menurut Mulyana dalam Venus (2009:12) model adalah representasi suatu 

fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur 

terpenting fenomena tersebut. Jadi model bukanlah fenomena itu sendiri, 

model hanyalah gambaran tentang fenomena atau realitas yang telah 

disederhankan. Model-model kampanye yang dibahas dalam literatur 
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komunikasi umumnya memusatkan perhatian pada penggambaran tahapan 

proses kegiatan kampanye. tujuannya adalah agar kita dapat memahami 

fenomena kampanye bukan hanya dari tahapan kegiatannya, tetapi juga dari 

interaksi antar komponen yang terdapat didalamnya. Berikut ini penulis akan 

menguraikan beberapa model-model kampanye : 

a. Model Kompenensional Kampanye 

Model ini mengambil komponen-komponen pokok yang terdapat 

dalam suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan kampanye. 

unsur-unsur yang terdapat di dalamnya meliputi : sumber kampanye, 

saluran pesan, peneriman kampanye, efek dan umpan balik. Unsur-unsur 

ini harus dipandang sebagai sutu kesatuan yang mendeskripsikan dinamika 

proses kampanye. model tersebut digambarkan sbb : 

                                              Umpan Balik 

 

 

 

 

       

 

 

 

Gambar 1.3 Model kampanye komponensial (sumber: Venus, 2009:13 )  

Sumber 
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Pesan Efek 
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Penerima pesan 
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Dalam model kampanye diatas digambarkan bahwa sumber 

(campaign makers) memiliki peran yang dominan. Ia secara aktif 

mengonstruksi pesan yang ditujukan untuk menciptakan perubahan pada 

diri khalayak (campaign receivers). Pesan-pesan tersebut disampaikan 

melalui berbagi berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media 

tradisional atau saluran personal. Terjadi atau tidaknya efek perubahan 

tersebut dapat diidentifikasi dari umpan balik yang diterima sumber. 

Umpan balik untuk mengukur efektivitas kampanye dapat muncul dari 

pesan itu sendiri, saluran yang digunakan atau respon penerima. Akhirnya 

dapat dikatakan bahwa keseluruhan proses kampanye tidak terlepas dari 

gangguan (noise). Sumber dapat mengidentifikasi potensi gangguan 

tersebut pada semua komponen kampanye yang ada.  

b. Model Kampanye Ostergaard 

Model ini dikembangkan oleh Leon Ostergaard, seorang teoritisi 

dan praktisi kampanye dari jerman. Model kampanye ini dianggap 

paling dekat sentuhan ilmiahnya, hal ini dapat dilihat dari kata kunci 

yang digunakan di dalamnya, seperti kuantifikasi, cause and effect 

analysis, data dan theoretical evidence. Menurut Ostergaard sebuah 

rancangan program kampanye untuk perubahan sosial yang tidak 

didukung oleh temuan ilmiah tidaklah layak untuk dilaksanakan, 

karena program semacam itu tidak akan menimbulkan efek apapun 

dalam menanggulangi masalah sosial yang dihadapi. Sebuah program 

kampanye hendaknya selalu dimulai dari identifikasi masalah secara 
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jernih yang disebut dengan tahapan prakampanye. Selanjutnya, dari 

identifikasi masalah kemudian dicari hubungan sebab akibat (cause 

and effect relationship) dengan fakta-fakta yang ada. 

Tahap kedua, yaitu pengelolaan kampanye yang dimulai dari 

perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahap pengelolaan ini, 

seluruh isi program kampanye (campaign content) diarahkan untuk 

membekali dan mempengaruhi aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan khalayak sasaran. Ketiga aspek ini prasayarat untuk 

terjadinya perubahan perilaku. Perubahan dalam pengetahuan, sikap 

dan keterampilan khalayak akan memberi pengaruh pada 

penanggulangan masalah (reduced problem). Tahap ini disebut juga 

tahap pascakampanye. Evaluasi diarahkan keefektifan kampanye 

dalam mengurangi masalah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada 

tahap kampanye. 

c. Model Kampanye Nowak dan Warneryd 

Model ini merupakan salah satu model tradisional kampanye. Pada 

model ini kampanye dimulai dari tujuan yang hendak dicapai dan 

diakhiri dengan efek yang diinginkan. Model ini merupakan deskripsi 

dari bermacam-macam proses kerja dalam kampanye, didalamnya juga 

terdapat sifat normatif yang menyarankan bagaimana bertindak secara 

sistematis dalam meningkatkan efektivitas kampanye. Perubahan yang 

terjadi pada satu elemen akan mengakibatkan perubahan pada elemen 

lainnya. Tujuan kampanye pada model ini tidak bersifat rigid,  tetapi 
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dapat berubah meskipun kampanye sedang berlangsung. Model Nowak 

dan Warneryd, terdapat tujuh elemen kampanye yang harus 

diperhatikan yakni, intended effect (efek yang diharapkan), competiting 

communication (persaingan komunikasi), target population and 

receiving group (populasi target dan kelompok penerima), the channel 

(saluran), the message (pesan), the communicator or sender 

(komunikator), the obtained effect (efek yang dicapai).      

Kampanye pada hakikatnya adalah tindakan komunikasi yang 

bersifat goal oriented. Pada kegiatan kampanye selalu ada tujuan yang 

hendak dicapai. Pencapaian tujuan tersebut tentu saja tidak dapat 

dilakukan melalui tindakan yang sekenanya, melainkan harus didasari 

pengorganisasian tindakan secara sistemastis dan strategis.  

d. The Five Functional Development Model 

Fokus model ini adalah pada tahapan kegiatan kampanye, pada 

model ini digambarkan bagaimana tahapan kegiatan kampanye harus 

dilalui sebelum akhirnya kegiatan tersebut berhasil atau gagal mencapai 

tujuan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi, legitimasi, partisipasi, 

penetrasi dan distribusi. Tahapan identifikasi merupakan tahap penciptaan 

identitas kampanye dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak, seperti 

penggunaaan simbol, warna, lagu, seragam dan slogan. Tahap berikutnya 

adalah legitimasi dimana dalam kampanye politik, legitimasi diperoleh 

ketika seseorang telah masuk dalam daftar kandidat anggota legislatif atau 

seorang kandidat presiden memperoleh dukungan yang kuat dalam polling 
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yang dilakukan lembaga independen. Legitimasi seringkali ditunjukkan 

melalui testimoni atau pengakuan seseorang. Tahap ketiga adalah 

partisipasi, dimana dalam praktinya relatif sulit dibedakan dengan tahap 

legitimasi karena ketika seseorang kandidat, produk atau gagasan yang 

mendapat legitimasi, pada saat yang sama dukungan yang bersifat 

partisipatif mengalir dari khalayak. Partisipasi dapat bersifat nyata, yaitu 

ditunjukkan oleh keterlibatan orang dalam menyebarkan pamflet, brosur 

atau poster, menghadiri demonstrasi atau memberikan sumbangan untuk 

perjuangan partai, sementara partisipasi simbolik bersifat tidak langsung. 

Tahap keempat adalah penetrasi dimana seorang kandidat, produk atau 

sebuah gagasan telah hadir dan dapat tempat dihati masyarakat. Terakhir, 

tahap distribusi atau dapat disebut dengan tahap pembuktian. Tahap ini 

berarti tujuan kampanye pada umumnya telah tercapai. Kandidat politik 

telah mendapatkan kekuasaan yang diinginkan dan sebuah produk sudah 

dibeli masyarakat. 

e. The Communicative Functions Model     

Model ini memusatkan analisisnya pada tahapan kegiatan 

kampanye, dengan langkah-langkah, yaitu surfacing, primary, 

nomination dan election. Surfacing lebih banyak berkaitan dengan 

membangun landasan tahap berikutnya seperti; memetakan daerah yang 

akan dijadikan tempat kampanye, membangun kontak, dan lain 

sebagainya. Tahap primary berarti berupaya memfokuskan perhatian 

khalayak pada kandidat, produk atau gagasan yang telah dimunculkan 
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di arena persaingan. Nomination berarti apabila kandidat mendapat 

pengakuan masyarakat, memperoleh liputan media secara luas, dan 

gagasannya menjadi topik pembicaraan masyarakat. tahap terakhir 

yaitu pemilihan, yang biasanya masa kampanye telah berakhir. 

Beberapa kandidat bahkan dengan sengaja membuat berita tertentu 

yang biasanya berdimensi kemanusian agar mendapat simpati khalayak.  

f. The Diffusion of Innovation Model 

Model difusi inovasi ini umumnya diterapkan dalam kampanye 

periklanan (commercial campaign) dan kampanye yang berorientasi pada 

perubahan sosial  (social change campign). Penggagasnya adalah  

ilmuwan komunikasi kesohor, Evererr M. Rogers. Dalam model ini 

Rogers menggambarkan adanya empat tahap yang akan terjadi ketika 

proses kampanye berlangsung (Larson, 1993).  

Tahap pertama disebut  sebagai tahap informasi (information). 

Pada tahap ini khalayak diterpa informasi tentang produk atau gagasan 

yang dianggap baru. Terpaan bertubi-tubi dan dikemas dalam bentuk 

pesan yang menarik akan menimbulkan rasa ingin tahu khalayak tentang 

produk atau gagasan tersebut. Ketika khalayak tergerak mencari tahu dan 

mendapati bahwa produk tersebut menarik  minat mereka maka 

dimulalilah tahap kedua yakni persuasi (persuasion). 

Tahap selanjutnya adalah membuat keputusan untuk mencoba 

(decision,adoption and trial) yang didahului oleh proses menimbang-

nimbang tentang berbagai aspek produk tersebut. Tahap ini akan terjadi 
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ketika orang telah mengambil tindakan dengan cara mencoba produk 

tersebut. 

Terakhir adalah tahap konfirmasi atau reevalusi. Tahap ini hanya 

dapat terjadi bila orang telah mencoba produk atau gagasan yang 

ditawarkan. Berdasarkan pengalaman mencoba, khalayak mulai 

mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali tentang produk tersebut. 

Dalam model Difusi Inovasi ini tahap keempat menempati posisi yang 

sangat strategis karena akan menentukan apakah seseorang akan menjadi 

pengguna yang loyal atau sebaliknya. Rogers juga menyadari bahwa tidak 

semua tahapan yang ada akan dilalui khalayak. Bahkan pada beberapa 

kasus khalayak berhenti pada tahap pertama. (Venus Antar, 2009: 24-25)   
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6. Evaluasi kampanye  

Kampanye adalah kegiatan yang melibatkan investasi besar, bukan 

hanya uang tapi juga sumber daya lainnya seperti tenaga, pikiran dan 

tekhnologi. Penyelenggaraan kampanye tidak ingin investasi yang 

ditanamkan sia-sia tanpa kejelasan tentang hasil yang dicapai. Untuk itu, 

tanpa keraguan apapun, evaluasi terhadap kapanye mutlak dilakukan. 

Evaluasi adalah komponen terakhir dari proses pengelolaan 

kampanye, meski menempati urutan terakhir, manfaat dan arti pentingnya 

tidak berbeda dengan tahap perencanaan. Evaluasi kampanye diartikan  

sebagai upaya sistematis untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan 

dengan proses pelaksanaan kampanye dan pencapaian tujuan kampanye. 

dari defenisi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi kampanye 

tidak hanya dilakukan pada saat kampanye telah berakhir, namun juga 

ketika kampanye masih berlangsung. Definisi tersebut juga menunjukkan 

adanya dua aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

evaluasi yakni bagaimana kampanye dilaksanakan dan apa hasil yang 

dicapai sebagai konsekuensi pelakasanaan program tersebut. 

Terkait dengan proses pelaksanaan, terdapat dua hal yang menjadi 

fokus perhatian yakni bagaimana cetak biru kampanye di realisasikan dari 

waktu ke waktu serta bagaiamana kinerja pelaksanaan kampanye selama 

proses kegiatan tersebut. Secara singkat penilaian terhadap proses 

implementasi rancangan kampanye dapat dilakukan dengan menganalisis 

catatatan harian kampanye yang berisi berbagai data dan fakta sebagai 
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hasil proses pemantauan (monitoring), pengamatan dilapangan dan 

wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik. Hasil dari 

evaluasi proses ini didapatkan saat itu juga karena akan digunakan untuk 

proses kampanye selanjutnya. Jika permasalahan muncul dalam kampanye 

yang sedang berlangsung maka harus dapat diselesaikan dan dicari 

solusinya saat itu juga agar kampanye tidak berujung pada kegagalan. 

Berkaitan dengan aspek pencapaian tujuan kampanye, beberapa hal yang 

menjadi pusat perhatian adalah perubahan kesadaran, sikap dan perilaku 

publik sesuai tujuan yang telah ditetapkan, pemenuhan fungsi media dan 

evalusi efisiensi biaya (Venus,2009:210) 

a. Tingkatan evaluasi kampanye          

Secara umum, Ostergaard mengatakan evaluasi kampanye dapat 

dikategorisasikan dalam empat level atau tingkatan sebagai berikut ; 

tingkatan kampanye (campaign level), tingkatan sikap (attitude level), 

tingkatan perilaku (behavior level), dan tingkatan masalah (problem level).  

1) Tingkatan kampanye 

Pada Campaign level kita ingin mengetahui apakah khalayak sasaran 

terterpa kegiatan kampanye yang dilakukan atau tidak. Dengan 

demikian pertanyaan pokok pada untuk evaluasi level ini adalah, 

apakah kampanye yang dilakukan dapat menjangkau khalayak sasaran 

yang ditetapkan? dan apakah khlayak memberi perhatian pada 

kampanye tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini banyak metode 

kuantitatif yang dapat digunakan. Salah satu yang paling popular 
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adalah metode survei. Metode ini penting untuk diterapkan, karena 

bukan hanya dapat memberikan gambaran berapa persen kira-kira 

khalayak yang terterpa pesan kampanye tetapi juga dapat menjelaskan 

apakah khalayak memberi perhatian atau tidak pada pesan tersebut. 

2) Tingkatan sikap 

Pada tingkatan sikap evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode survei atau uji sederhana (simple test). Metode survei 

digunakan untuk sampel dalam jumlah besar, sementara tes sederhana 

umumnya digunakan untuk kelompok sasaran yang terbatas, yang juga 

sangat populer untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan yang 

diperoleh seseorang sebagai akibat diselenggarakannya kampanye. 

Dalam perspektif Ostergaard, terdapat empat aspek yang terkait 

dengan evaluasi pada tingkatan sikap yakni aspek kognitif 

(pengetahuan, kesadaran, kepercayaan dsb), afektif (kesukaan, simpati, 

penghargaan, dukungan dsb), konatif (komitmen untuk bertindak) dan 

aspek keterampilan atau skill. Elemen terakhir ditambahkan semata-

mata dengan mempertimbangkan bahwa keterampilan adalah sesuatu 

yang harus dikuasai bila kita menghendaki adanya perubahan perilaku. 

3) Tingkatan perilaku  

Para ahli kampanye memandang tingkatan perilaku sebagai level yang 

paling penting dalam kebanyakan evaluasi kampanye. sayangnya jenis 

evaluasi ini sering diabaikan atau dilakukan sekadarnya dengan 

mengamati realitas permukaan (superficial reality). Para ahli 
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kampanye menyarankan kita melihat langsung perilaku tersebut secara 

apa adanya dalam situasi yang normal. Bila hal ini tidak mungkin, 

maka kita akan dapat mengetahuinya secara tidak langsung. 

4) Tingkatan masalah 

Pada tingkatan ini evaluasi dapat dilakukan dengan mudah atau 

sebaliknya sangat sulit dan memakan waktu lama. Problem atau 

masalah disini diartikan sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan 

harapan atau dengan yang seharusnya terjadi. kriteria keberhasilan 

dalam problem level diukur dengan membandingkan antara data 

sebelum dan sesudah kampanye. bila data menunjukkan berkurangnya 

kesenjangan maka kampanye menunjukkan indikasi keberhasilan 

(Venus, 2009: 212-217) 

b. Menyimpulkan Evaluasi Kampanye 

Ketika proses evaluasi telah dilakukan pada salah satu atau seluruh 

level kampanye. Maka langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. 

Membuat kesimpulan kampanye harus dilakukan dengan hati-hati dan 

cermat. Para peneliti kampanye telah mengidentifikasi beberapa situasi 

umum yang seringkali terjadi pada tahapan evaluasi.  

1) Pertama adalah keadaan dimana evaluasi terhadap efek yang 

diharapkan terbukti tercapai kecuali pada tingkatan “masalah”.  

Khalayak memberi perhatian pada pesan kampanye, sebagian 

dari mereka berubah sikap atau keterampilannya, dan sebagian 

lagi mengalami perubahan perilaku. Tetapi “masalah” 
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tampaknya tidak berkurang. Dalam situasi ini, yang dapat 

disimpulkan adalah bahwa teori yang digunakan salah. 

Ternyata perubahan perilaku tidak mengurangi masalah yang 

dihadapi.  

2) Situasi kedua terjadi ketika kampanye tampak efektif untuk 

semua level namun ternyata perilaku khalayak tidak berubah. 

Pesan kampanye diperhatikan khalayak, sikap khalayak dan 

keterampilan mereka berubah, masalah berkurang, tapi perilaku 

tidak berubah. Dalam keadaan demikian yang dapat 

disimpulkan mungkin pengurangan kesenjangan masalah bisa 

disebabkan faktor luar atau karena terjadi perubahan perilaku 

yang diharapkan. Disini kita mendapat pelajaran munculnya 

beberapa perubahan yang tidak terantisipasi sebelumnya. 

3) Situasi yang ketiga terjadi ketika kampanye yang dilakukan 

memerlihatkan keefektifan tapi faktor eksternal membuat 

masalah semakin senjang dan meningkat.  

Melakukan evaluasi kampanye memang tidak mudah apalagi 

murah. Setidaknya 10-15% anggaran kampanye harus  disisihkan untuk 

melakukan evaluasi program secara profesioanal. Tetapi jumlah tersebut 

sebenarmya tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kemungkinan 

kegagalan kampanye, yang berarti pula menyian-nyiakan seluruh anggaran 

yang telah dikeluarkan. Jadi evaluasi kampanye secara profesioanal tetap 

perlu dilakukan apapun hasil yang akan didapatkan (Venus,2009:218-219) 
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F. Penelitian terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang strategi 

kampanye antara lain adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Pratama (2008) yang 

membahas tentang strategi kampanye pencegahan dan penyalahgunaan 

bahaya narkoba terhadap remaja di DIY . Metode penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut dilaksanakan di Badan Narkotika 

Provinsi DIY. Jumlah informan lima orang. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa dalam melakukan kampanye harus perlu ditingkatkan 

intensitasnya dengan sosialisasi dan media. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Hernawan Agus Priyanto (2001) 

yang membahas tentang strategi kampanye LBH APIK (Asosiasi 

perempuan Indonesia untuk keadilan) yogyakata dalam mewujudkan 

masyarakat yang bebas dari kekerasan rumah tangga tahun 2012. Metode 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut dilaksanakan 

di LBH APIK DIY. Jumlah informan tiga orang. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa malakukan riset dan perencanaan program denga 

lebih mendalam dan detail agar pelaksanaan kampanye akan jauh lebih 

baik dan harus memaksimalkan penggunaan media elektronik maupun 

cetak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Dharmastuti (2011) yang 

membahas tentang kampanye Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

dalam meningkatkan minat baca masyarakat Yogyakarta 2014. Metode 
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penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. 

Jumlah informan lima orang. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

dalam melakukan kampanye harus menentukan media, sasaran, pesan dan 

tujuan secara spesifik dan jelas agar kampanye dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mida Mardhiyyah (2008) yang 

membahas tentang kampanye sosial organisasi “aisyiyah dalam program 

pemberdayaan konsumen untuk produk unggas sehat di provinsi jawa 

barat tahun 2012. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif. Jumlah informan tujuh orang. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa strategi aisyiyah dengan menrapkan nilai-nilai 

keagamaan dilingkungan jawa barat sudah tepat mengingat kuatnya nilai 

agama yang dianut oleh masyarakat jabar dan pelibatan tokoh-tokoh 

berpengaruh dalam kampanye sosial juga telah membangun sinergitas 

dalam kampanye sehingga proses perubahan perilaku tidak hanya dialami 

oleh konsumen tapi juga elemen-elemen pendukung perubahan lainnya.   

G. Metode Penelitian 

  Metode Penelitian ini merupakan salah satu hal penting yang sangat 

mendukung penelitian. Moleong (2005:16) mengemukakan bahwa metodologi 

merupakan salah satu unsur penting dalam suatu penelitian ilmiah karena 

ketepatan metodologi dipergunakan sebagai dasar pemecahan masalah, 

sehingga akan diperoleh hasil  yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

ini dapat diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang 

diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek atau 

obyek penelitian, suatu lembaga, masyarakat, dan lain-lain. Tujuan dari 

deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas 

tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 

2008:68). Alasan dipilihnya deskriptif kualitatif karena lebih tepat jika 

digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam. 

Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu studi kualitatif 

deskriptif. 

2. Lokasi penelitian 

       Penelitian direncanakan akan dilaksanakan di Kantor wilayah 

Direktorat jenderal pajak. Di Jl Ring Road utara No.10, Maguwoharjo, Depok, 

Sleman DIY. Pertimbangan yang dipakai peneliti dalam memilih lokasi 

penelitian ini adalah 

1)  kantor wilayah Direktorat jenderal pajak telah melaksanakan program 

kampanye, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data-data yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 
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2)  Wajib pajak dianggap dapat memberikan penilaian terhadap penelitian 

yang dilakukan. 

3. Tekhnik Pengambilan Informan 

Dalam penelitian ini, pengambilan informan menggunakan tekhnik 

purposive sampling yaitu informan dipilih dengan cermat sehingga relevan 

dengan penelitian. Sampling purposive dilakukan dengan mengambil 

orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang 

dimiliki oleh sampel itu. Orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai 

informan untuk dijadikan sumber informasi. kriteria tersebut adalah kepala 

seksi kerjasama hubungan masyarakat Ratna Nurhidayat sebagai dan 

pelaksana Bidang penyuluhan Bekti Handayani. Hal ini dikarenakan 

informan tersebut memenuhi kriteria peneliti sebagai pelaksana yang 

mengetahui segala informasi dan pelaksanaan strategi kampanye tahun 

pembinaan wajib pajak.  

Selain dari kepala seksi kerjasama hubungan masyarakat dan 

pelaksana bidang penyuluhan, penelitian ini juga mengambil beberapa 

masyarakat wajib pajak Yogyakarta. 

Informan Penelitian  

Dalam penelitian ini, Informan dalam penelitian ini terdiri dari 

kepala seksi kerjasama hubungan masyarakat dan pelaksana bidang 

penyuluhan hubungan masyarakat di kantor wilayah Direktorat jenderal 

pajak. Kriteria dari informan penelitian adalah orang yang memahami 

benar tentang kegiatan-kegiatan baik yang berkaitan dengan media 
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ataupun kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat dalam rangka tahun 

pembinaan wajib pajak. alasan memilih informan diatas karena individu 

berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan subyek mampu 

memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan peneliti. 

Informan penelitian ini adalah kepala seksi kerjasama hubungan 

masyarakat Ratna Nurhidayat dan pelaksana bidang penyuluhan Bekti 

Handayani, serta wajib pajak di daerah istimewa yogyakarta. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

       Metode wawancara digunakan untuk menggali data pengetahuan 

mengenai strategi kampanye yang dibangun oleh Direktorat jenderal pajak 

dalam upaya mendorong wajib pajak dalam melaporkan SPT dan taat  

membayar pajak. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan 

baik yang telah digariskan maupun yang nantinya muncul secara spontan. 

Wawancara yang dilakukan diharapkan untuk melengkapi apa yang tidak 

diperoleh dalam pengamatan penelitian (Rakhmat, 2003:98). Metode 

wawancara mendalam dipilih dalam penelitian ini. 

       Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan dan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara peneliti dengan informan, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara (Bungin, 2008:108-109). 

Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian terdiri dari Kepala Seksi 
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kerjasama hubungan masyarakat dan Kepala Bidang P2Humas serta beberapa 

wajib pajak daerah istimewa Yogyakarta  

b. Dokumentasi 

       Metode ini digunakan untuk mencari teori-teori dan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi yang menyajikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

4. Tekhnik Analisis Data 

       Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan 

dokumentasi, maka selanjutnya adalah melakukan seleksi dan reduksi data. 

Reduksi data adalah data-data yang sudah terkumpul dipilah-pilah untuk 

dikelompokkan sehingga membentuk suatu urutan dalam memahami masalah 

(Sutopo, 2003:41). 

           Setelah direduksi data, maka dilakukan analisis data. Teknik yang 

dilakukan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode non statistic 

yaitu analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa 

adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk 

mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah. 

5. Uji Validitas Data 

Dalam penelitian ini, uji validitas datanya menggunakan triangulasi 

sumber data. Triangulasi merupakan sumber data untuk mengecek data 

yang telah dikemukakan. Selain itu, triangulasi data adalah upaya untuk 
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mengecek kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber 

lainnya (Moleong, 2005:178). 

 Pendapat tersebut mengandung makna bahwa dengan 

menggunakan metode triangulasi akan mempertinggi validitas, memberi 

hasil kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data yang 

diperoleh dari sumber pertama masih ada kekurangan. Agar data yang 

diperoleh semakin dapat dipercaya, maka data yang dibutuhkan tidak 

hanya dari satu sumber saja, tetapi berasal dari sumber-sumber lain yang 

terkait dengan subyek penelitian. Di sisi lain triangulasi data adalah cara 

memperoleh data dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dan 

hasil pengamatan yang diperoleh dari penelitian.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


